
Salah satu target utama 100 hari kerja pemerintahan Prabowo-Gibran adalah penyelesaian
data tunggal kemiskinan. Target ini diwujudkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4
Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), yang ditandatangani
Presiden Prabowo pada 5 Februari 2025. Dengan diterbitkannya Inpres ini, Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak lagi digunakan. DTSEN menjadi data induk nasional yang
mencakup 285 juta individu tunggal tanpa duplikasi serta 93 juta kepala keluarga (KK) yang sah
menurut data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Data ini bersifat dinamis,
sehingga memerlukan pemutakhiran berkala. 

DTSEN bertujuan memastikan bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran, mendukung
pembangunan nasional yang lebih terukur dan berkelanjutan, serta mempercepat pengentasan
kemiskinan. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dan kemiskinan
di bawah 5 persen pada 2029. Selain itu, ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 8
persen dalam lima tahun ke depan dengan menekan kemiskinan ekstrem turun sebesar 0,48
persen per tahun dan kemiskinan relatif 0,71 persen per tahun.

Pengentasan kemiskinan selama ini menghadapi kendala ego sektoral dan tumpang tindih data
akibat penggunaan tiga basis data yang berbeda, yaitu DTKS oleh Kementerian Sosial
(Kemensos), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) oleh
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK),
serta Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Republik Indonesia (Bappenas). Perbedaan sumber data ini menyebabkan ketidaktepatan
alokasi bantuan sosial dan inefisiensi pembangunan. Ego sektoral antarinstansi memperlambat
sinkronisasi, sehingga individu yang seharusnya menerima bantuan terlewat, sementara yang
tidak berhak tetap mendapatkannya.

DTSEN hadir sebagai solusi untuk menyatukan data dalam satu sistem berbasis Nomor Induk
Kependudukan (NIK). Integrasi ini melibatkan 15 kementerian dan lembaga yang wajib
menyerahkan data administrasi, statistik, dan informasi lain kepada Badan Pusat Statistik (BPS)
guna memastikan penyusunan dan pemutakhiran data berjalan secara berkelanjutan. Dengan
sistem yang lebih terintegrasi, penyaluran bansos akan lebih efisien, akurat, dan transparan.
Agar kebijakan ini berjalan efektif, pemerintah menerapkan berbagai langkah, termasuk
verifikasi dan validasi data secara berkala bekerja sama dengan BPS dan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan (SIAK) Kementerian Dalam Negeri. Kemensos akan melakukan uji
petik di lapangan dengan melibatkan bupati, wali kota, dan gubernur, serta membentuk Satuan
Tugas (Satgas) yang bertugas memastikan data tetap akurat dan sesuai kondisi riil masyarakat.
Selain itu, hotline pengaduan dan sistem monitoring akan diterapkan untuk meningkatkan
transparansi.20
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PENERBITAN DTSEN: LANGKAH STRATEGIS MENUJU
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Sumber

Komisi VIII DPR RI, berperan penting dalam memastikan implementasi DTSEN
berjalan efektif. Dalam fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI bersama Kemensos
harus memastikan integrasi data berjalan optimal agar bansos tepat sasaran.
Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong kebijakan untuk
mempercepat graduasi KPM agar mereka beralih ke program pemberdayaan
ekonomi. Sementara dalam fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI perlu mengawal
alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemutakhiran
DTSEN, memastikan 15 persen dana desa digunakan sesuai target pengentasan
kemiskinan ekstrem, serta mendukung infrastruktur digital untuk validasi data.
Komisi VIII DPR RI juga harus mengawasi efektivitas belanja sosial agar tidak
terjadi penyimpangan atau ketidaktepatan sasaran.A
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Dalam implementasinya, DTSEN juga melibatkan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal (Kemendes PDT) guna memastikan desa miskin ekstrem mendapat perhatian khusus.
Dari Rp71 triliun dana desa yang tersedia, sebanyak 15 persen dialokasikan untuk program
pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah juga akan bekerja sama dengan pendamping
desa, kepala desa, serta pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar intervensi sosial
lebih efektif dan tepat sasaran. 

DTSEN tidak hanya bertujuan memudahkan penyaluran bansos, tetapi juga menjadi bagian dari
strategi nasional dalam menyeimbangkan pelindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Salah
satu langkah konkret dalam strategi ini adalah percepatan graduasi Keluarga Penerima Manfaat
(KPM). Saat ini, masih banyak penerima bansos yang bergantung pada bantuan selama 10–15
tahun, padahal idealnya mereka dapat beralih ke program pemberdayaan dan menjadi mandiri
secara ekonomi. Dengan data yang lebih akurat dan program yang lebih terarah, pemerintah
berharap masyarakat miskin dapat lebih cepat keluar dari ketergantungan pada bansos. 

Keberhasilan DTSEN juga bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam pemutakhiran
data. Pelaporan perubahan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan serta
platform digital yang telah disediakan. Digitalisasi dalam penyaluran bansos juga diperkuat agar
bantuan lebih transparan dan tepat sasaran. Dengan sistem yang lebih terintegrasi dan akurat,
pengelolaan data sosial-ekonomi Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
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